


  

 

e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud 

pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk 

Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan 

Keuanga Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Majalengka. 

 

Mengingat          : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6570; 

 

 



  

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6267) 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

9.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 201).  

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 



  

 

/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1236); 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

124/Ktps/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 

076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

 

Memperhatikan  : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 62/PW.01.7-sd/02/SJ/I/2021 tentang 

Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan 

Laporan Keuangan Unaudited 2021. 

  
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan       : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN 

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS 

PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAJALENGKA. 

 

KESATU             : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas 

Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari keputusan ini. 

 

KEDUA             : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana 

diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

  

 

 

 





  

 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA 
Nomor 
Tanggal 
Tentang 
 
 

 

: 
: 
: 
 
 
 

8/PW.02.7-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 
13 Januari 2021 
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN 
ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA 
 
 
 
 
 

 

 SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA 

 

NO. NAMA JABATAN KEDINASAN 
JABATAN 

DALAM TIM 

1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. SEKRETARIS KPU 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2. NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. 
KEPALA SUB BAGIAN 

HUKUM / Plt. KEPALA SUB 
BAGIAN UMUM 

KETUA 

3. ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P. 
KEPALA SUB BAGIAN 

PERENCANAAN, DATA , 
DAN INFORMASI 

SEKRETARIS 

4. LANI LIDIAWATY, A.Md. PELAKSANA ANGGOTA 

5. AEP SAEPUDIN PELAKSANA ANGGOTA 

6. YEDI ARIF RIADI PELAKSANA ANGGOTA 

7. TRIA AGUSTINA, A.Md. PELAKSANA ANGGOTA 

 

        Sekretaris, 

 

 

Mohamad Hasan Sukur 

 




